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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan kajian di atas maka penulis akan memaparkan mengenai inti 

pembahasan dari karya ilmiah penulis: Perlindungan hukum merupakan hal yang 

dijamin oleh pemerintah namun pada kenyataannya justru aturan yang disahkan 

dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan 

turunan dipandang cenderung menguntungkan pihak pengusaha dan cenderung 

sedikit merugikan pekerja. Hal tersebut bisa dilihat dalam poin-poin yang dipaparkan 

oleh penulis setelah melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan yang ada. 

Diantarannya adalah kebijakan penghapusan upah sektoral yang dipandang kurang 

efektif karena menyamaratakan setiap sektor baik itu perusahaan yang berada di 

sektor yang besar maupun sektor yang kecil dengan pemberlakuan upah minimum 

yang sama.  

       Selain itu untuk uang pembayaran uang penganti hak poin tentang perhitungan 

penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas 

perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dihapus dalam 

aturan yang terbaru yang sudah pasti adalah pengurangan terhadap hak pekerja. 

Terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan penambahan jaminan 

kehilangan pekerjaan tentunya yang dapat merugikan pekerja karena berdasarkan
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pandangan penulis hal tersebut akan memberatkan pekerja karena untuk iurannya 

sendiri ditarik dari upah pekerja dan jaminan sosial lainnya, tentunya dapat berpotensi 

mengurangi fungsi dari jaminan sosial lainnya seperti jaminan kecelakaan kerja dan 

jaminan kematian yang merupakan dua jaminan yang sangat penting untuk pekerja. 

Poin lainnya yang dianggap merugikan pekerja adalah terkait waktu lembur yang 

ditambah menjadi 4 jam, maka dalam perhitungan upah lembur juga ada sejumlah 

penambahan jam namun dengan upah yang sama seperti dalam peraturan 

sebelumnya. 

4.2 Saran 

       Dari uraian hasil dan pembahasan, maka penulis memberikan saran kepada pihak 

terkait yaitu Pemeintah, pengusaha, pekerja dan serikat pekerja. Saran terhadap 

Pemerintah sendiri adalah mengenai penghapusan upah minimum sektoral, penulis 

menilai bahwa hal tersebut kurang efektif karena seluruh sektor usaha baik itu yang 

besar maupun kecil diterapkan dengan upah minimum yang sama, maka dari itu perlu 

bagi Pemerintah untuk mempertimbangkan lagi dengan menambahkan kembali upah 

minimum sektoral ke dalam peraturan yang terbaru yaitu aturan turunan Undang-

Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Peraturan Pemerintah No. 35 

Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan 

Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Selain itu, mengenai penambahan 

kebijakan berupa jaminan kehilangan pekerjaan adalah hal yang perlu diapresiasi 

karena dapat membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan yang disebabkan oleh 
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pemutusan hubungan kerja, yang menjadi permasalahannya adalah mengenai sumber 

dananya.  

       Saran penulis adalah dalam hal ini Pemerintah selaku pihak yang bertanggung 

jawab atas kesejahteraan masyarakatnya, yang menanggung iuran jaminan kehilangan 

pekerjaan karena jika tidak demikian maka dampaknya akan merugikan buruh karena 

iurannya dipotong dari jamninan sosial lain. Selain itu dengan kehadiran jaminan 

kehilangan pekerja juga dapat membuat kurang efektifnya jaminan sosial lainnya 

seperti JKK dan JKM, tidak hanya itu iuran yang ditarik juga dapat dipotong dari 

upah buruh sendiri Oleh karena itu penulis melihat bahwa apabila dalam menetapkan 

sebuah peraturan akan lebih baiknya jika Pemerintah melibatkan pihak-pihak atau 

stakeholder terkait seperti serikat pekerja atau serikat buruh dan pihak-pihak lainnya 

dari kalangan pekerja atau buruh agar kebijakan yang diambil oleh Pemerintah tidak 

harus mengorbankan pekerja atau buruh namum mengambil jalan tengah dan 

memajukan perekonomian nasional.  

       Menyangkut saran terhadap pengusaha sendiri adalah karena dalam beberapa 

kasus pengusaha tidak menunaikan kewajibannya dengan memberikan upah yang 

tidak sesuai dengan upah minimum dan terdapatnya diskriminasi yang terjadi antara 

pekerja tetap perusahaan dengan pekerja alih daya, artinya dengan kata lain ada 

perbedaan hak yang diterima, maka dari itu Pemerintah dalam hal ini Disnaker Dinas 

Ketenaga Kerjaan harus memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan atau 

pengusaha yang terbukti melanggar aturan yang ada. Sementara itu untuk pekerja 
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sendiri sudah sepantasnya melakukan kewajibannya dengan patuh dengan bekerja, 

karena dalam kasus tertentu pekerja juga melanggar aturan-aturan yang berlaku, oleh 

sebab itu para pekerja harus menerima apabila diberikan sanksi terhadapnya berupa 

denda maupun pemotongan upah. Untuk serikat pekerja dalam hal ini adalah harus 

lebih proaktif dalam menyuarakan hak-hak pekerja tetapi dengan cara yang santun 

agar tidak merugikan pihak manapun dan diharapkan selalu hadir dalam penyelesaian 

sengketa perburuhan baik dalam perundingan bipartit maupun tripartit. 
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